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ABSTRAK

Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat, dimana rakyat
diberikan mandat untuk memilih wakil rakyat dalam memimpin. Untuk menjamin
terselenggaranya Pemilu yang berkualitas, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum mengatur tentang lembaga penyelenggara pemilu yaitu
Komisi Pemilihan Umum, . Badan -Pengawas» Bemilu, dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu. Selain ketiga lembaga tersebut masyarakat juga dapat ikut
serta dalam kegiatan Pemantauan Pemilu. Pemilu yang demokratis memerlukan
peran partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan proses Pemilu. Adapun yang
menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, apa dasar hukum dari
partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum di Kabupaten Padang
Pariaman. Kedua bagaimana implementasi Pasal 448 ayat (3) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kaitannya dengan peningkatan
partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Kabupaten Padang Pariaman. Jenis
penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data adalah
dengan melakukan wawancara. Jenis data yang dianalisis dengan cara kualitatif, dan
data disajikan secara deskriptif. 'Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertama,
Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan tahapan Pemilu yang
Partisipatif sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum dan dasar hukum yang digunakan dari partisipasi masyarakat
dalam pengawasan Pemilu yakni Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pengawas Partisipatif. Kedua, implementasi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman
dalam menjalankan perannya adalah dibatasi oleh komisioner yang hanya berjumlah
tiga orang sementara jangkauan wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman
sangat luas. Oleh karena'itu, memiliki tiga orang komisioner saja tidak cukup untuk
menjalankan program-program yang perlu dilaksanakan. Selain persoalan
komisioner Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman juga mengalami kendala di
masyarakat sehingga sulit berkolaborasi untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan
adil. Menurut Bawaslu dan Panwascam, hal ini terjadi karena masyarakat belum
menyadari pentingnya bertanggung jawab terhadap pemilu, mereka hanya
mengawasi ketika ikut serta dalam kemenangan tim atau hal-hal yang hanya
menguntungkan dirinya secara pribadi.
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